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KATA PENGANTAR

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan
mendasar yang dibuat atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan lingkungan
srategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Minahasa menyusun Renstra Tahun 2018-2023 yang
mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan
dilakukan guna mewujudkan Visi “Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya,
Berdaulat, Adil, Dan Sejahtera”.

Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-
2023 disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan
Informatika dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program
kegiatan bidang komunikasi dan informatika untuk kurun waktu lima tahun ke depan.
Dengan demikian, semua kegiatan diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terima kasih kepada
seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dan Tim Penyusun Renstra yang
telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil
menyelesaikan penyusunan Renstra ini. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan
masyarakat, perkembangan Iptek, dan tantangan pembangunan ke depan, Materi
Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam
pelaksanaannya.

Tondano, November 2021
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya
akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian
pelaksanaan pembangunan nasional berhasil dilakukan oleh masyarakat bersama
pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai
dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di
daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada
saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat,
maka akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki
keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda
untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan
masyarakat di daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi saat ini campur tangan
pemerintah pusat semakin kecil, sebaliknya memberikan kewenangan yang jauh
lebih besar kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya berdasarkan
prakarsa sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Maju tidaknya
suatu daerah tergantung bagaimana menggunakan kewenangan yang dimiliki secara
maksimal untuk kemajuan pembangunan daerahnya. Kemajuan pembangunan di
setiap daerah menjadi sangat penting karena pembangunan daerah pada dasarnya
merupakan sub sistem dari rangkaian pelaksanaan Pembangunan Nasional yang
dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah secara berencana, bertahap
dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat
yang timbul dan berkembang di daerahnya.

Salah satu aspek penting dalam proses pembangunan daerah adalah
perencanaan. Perencanaan merupakan elemen penting dalam proses
pembangunan. Melalui perencanaan, penggunaan sumber daya bisa lebih optimal
untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Tanpa perencanaan maka
akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang
sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat
merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki
keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda
untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan
masyarakat di daerah, maka kebijakan perencanaan pembangunan bukan lagi
mengacu kepada system sentralisasi melainkan sudah menganut system

desentralisasi yang memungkinkan birokrat, masyarakat/swasta dan legislator lebih



berintegrasi dan bersinergi melalui peran partisipatif dalam mengambil keputusan
dan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerahnya.

Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah sebagai pusat
kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam
berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu
diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan
teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan
ketersediaan data base sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif 3 (tiga)
komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni;
pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka perwujudan Good
Governance sesuai tuntutan reformasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah
memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh
informasi, telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen
pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan
(transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi
yang berkembang, Pemerintah Kabupaten Minahasacukup responsif dan secara
bertahap melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi
pemerintahan menuju terwujudnya good governance melalui pengembangan
electronic Government (e-Government). Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa
dalam menyusun dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi,
kabupaten/kota hendaknya memakai tahapan mulai dari 1) Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan,
2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5
(lima) tahun kedepan, 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan
penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Renstra SKPD, Arah
Kebijakan, Strategi dan Prioritas Program sampai
RAPBD.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai salah satu lembaga teknis daerah, Dinas
Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh
beberapa perangkat organisasi yang menyertainya mempunyai tugas membantu
bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah dan tugas
pembantuan di bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan
daerah yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan
dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu



Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibidang komunikasi dan informasi dalam
menyusun dokumen perencanaan strategis (renstra) mengacu pada arah kebijakan
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan, sehingga Renstra Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan.

Oleh karenanya, dalam menyusun dokumen Renstra harus mampu
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mampu menjawab tuntutan
masyarakat secara umum. Dengan perubahan dan perkembangan yang begitu cepat
baik lingkungan eksternal (regulasi, perkembangan Teknoiogi informasi) maupun
lingkungan internal (Sumber Daya Manusia) harus menjadi referensi dalam
penyusunan dokumen strategis (Renstra SKPD). Perubahan-perubahan tersebut di
satu sisi dapat merupakan peluang, namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman
bagi pelaksanaan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa
sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informasi,
menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023 yang diharapkan dapat
menjadi bahan acuan untuk penyusunan berbagai kebijakan teknis termasuk di
dalamnya pengembangan teknologi informasi untuk pengelolaan birokrasi
pemerintahan di Kabupaten Minahasa.

Namun diakui dan disadari bahwa untuk mengimplementasikan secara
konsisten dokumen perencanaan tersebut masih terdapat sejumiah kendala dan
tantangan yang dihadapi oleh aparat pemerintah baik pendanaan, kesiapan sumber
daya manusia, komitmen untuk mampu mengimplementasikan secara konsisten.
Dengan semangat otonomi dibarengi regulasi yang semakin lengkap tentu ini tidak
menjadikan alasan terhentinya program kegiatan tapi menjadi peluang yang harus
diamanfaatkan. Olehnya itu penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Minahasa lebih berorientasi pada problem solving dalam
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan.

1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Minahasa antara lain :

A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

P Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
- 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



10,

11.

12

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009):

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 251
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah:

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggunjawaban Kepala Daerah:

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional Tahun
2015-2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin:

Keputusan Persiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelenggara Pemerintah Daerah:

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan
Pendayagunaan Telematika di Indonesia;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan e-Government;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan  Menteri  Komunikasi dan Informatka RI  Nomor
22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota:



20.

21.

22.

23.

24.

25,

26.

27.

1.3.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Rl Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenkiatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan
Informatika;

Peraturan Menteri dalam negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi
kodefikasi dan nomenklatur rencan pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di
Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Minahasa Tahun 2008-2028 :

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Minahasa Tahun 2018-
2023;

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa :

Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-
2023;

Peraturan Bupati Minahasa No. 54 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa.

Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Minahasa adalah merumuskan kebijakan, program dan kegiatan lingkup Dinas

Komunikasi dan informatika Kabupaten Minahasa yang pelaksanaannya akan iebih

efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip peneyelenggaraan pemerintahan yang

baik.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa

adalah :

Tersedianya perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan data,
penyiaran, jaringan dan komunikasi data, sistem informasi dan aplikasi, dan
pengeiolaan website;

Tersusunnya program dan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika
selama lima tahun kedepan (2018 - 2023) untuk kemudian diuraikan kedalam
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk setiap tahun berjalan;

Tersedianya rumusan program pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengelolaan pemerintahan yang merupakan indikasi program yang tertuang
dalam APBD dan sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa:



4. Sebagai acuan dasar dalam pengembangan kualitas SDM dan optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi daiam pengelolaan pemerintahan secara
efektif dan efisien.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa merupakan
Organisasi Perangkat Daerah baru, yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta
memperhatikan kebutuhan pelayanan masyarakat sebagaimana hasil analisa Tim
Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja dalam rangka pengembangan dan
pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka dibentuklah Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa.

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa
sebagaimana yang ditetapkan adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang
komunikasi dan informatika sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. Untuk
mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok tersebuit, perlu disusun
suatu perencanaan strategik yang meliputi keseluruhan pembagian tugas dari
masing-masing seksi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Minahasa, guna dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh pegawai/staf
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan Tujuan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasayang akan dicapai, sekaligus untuk
dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja dalam setiap tahunnya
sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Perencanaan strategik (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai dalam periode satu sampai dengan lima tahun dengan
mempertimbangkan kemampuan dan kekurangan yang ada serta peluang dan
kendala yang diperkirakan timbul. Untuk itu dalam Renstra ini telah dirumuskan
Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan berdasarkan RPJMD Kabupaten
Minahasayang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Minahasa dalam Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.



1.5. Sistematika Penulisan
Secara sistematis Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten MinahasaTahun 2018 - 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

1.3. Maksud dan Tujuan...................ccooooooooooee

1.4. Sistematika Penulisan........................oooio
BAB || GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MINAHASA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas .....................
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika............

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika......

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika...........................
BAB Il PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika......
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih..............ccccoooooeeiee
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis..............ccoovvveeveeeeeeoeooo
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.................ooooooooooooo
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi
dan Informatika.............ccooeeveeoeiie e
BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VIl KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VI PENUTUR i i msemmmamesssmomssmrsss s st



BABIII

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MINAHASA

21. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 04 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa, sedangkan
tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa
berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa No. 54 tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Minahasa, yaitu mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan
Pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik di Kabupaten
Minahasa.

Untuk menjalankan tugas pokok dengan baik maka Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Minahas aperlu mendapat dukungan secara komprehensif
dari seluruh pejabat dan staf yang kompeten dan berkualitas serta tenaga profesional
untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Minahasasebagai berikut :

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, 3 (Tiga) subbagian membawahi :

—

. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

N

. Subbagian Umum dan Kepegawaian

w

. Subbagian Keuangan

c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik membawahkan 3 (Tiga)
seksi yaitu :

1. Seksi Pengelolaan informasi dan opini publik

2. Seksi Media dan kemitraan komunikasi public

3. Seksi Kehumasan

d. Bidang Persandian dan statistic membawahkan:
1. Seksi operasional pengamanan dan tata kelola persandian;

2. Seksi pengawasan dan penyelenggaraan persandian:;
3. Seksi evaluasi dan statistic.



e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan;
1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi:

2. Seksi Pengelolaan data dan integrasi sistem informasi:

3. Seksi keamanan dan informasi dan telekomunikasi.

Bidang Layanan e_Goverment, membawahi;
. Seksi pengembangan aplikasi;

. Seksi pengembangan ekosistem e_goverment

W N = ™

. Seksi tata kelola e_goverment.

2.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas :

1. Membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan
komunikasi;

2. Mengkoordinasikan penyusunan program dinas

berpedoman pada program nasional, rencana pembangunan jangka menengah
daerah (RPJMD) dan kebijakan Bupati;

3. Menetapkan kebijakan teknis, operasional, program keija, perijinan, serta
mengatur sistem pelaporan sesuai kebutuhan;

4. Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, pelayanan
umum dan perizinan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

5. Menyelenggarakan pembinaan umum dan teknis dalam pencapaian program
dinas;

6. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun yang sudah berjalan berdasarkan
rencana dan realisasi sebagai bahan penyusunan program tahun berikut;

7. Melaporkan hasil pelaaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
sesuai keetentuan yang berlaku;

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2. Sekretariat Dinas

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi Perencanaan
Pengembangan dan Pembinaan Pegawai, Pelayanan administrasi secara vertikal
dan horisontal, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sekretariat menyelenggarakan fungsi
a. koordinasi kegiatan, penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, keija sama,



hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;

c. koordinasi dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan
Dinas;

d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan milik negara dan
layanan pengadaan barang/jasa;

e. pelaksanaan administrasi Sekretariat Dinas;

f.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran Dinas;
dan

g-  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.3. Subbagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

a. Penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan tata laksana keuangan, urusan
perbendaharaan, penyusunan rencana strategis Dinas;

b. Penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan akuntansi dan pelaporan
keuangan, penyusunan perubahan rencana, program dan anggaran Dinas;

e Penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa,
penyusunan indikator kinerja utama Dinas;

d. Penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan barang milik daerah dan barang
milik negara, pemantauan, evaluasi, pengendalian, pelaksanaan rencana,
program dan anggaran Dinas;

. Penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi, penerimaan, pelaporan
penerimaan pendapatan daerah, penyusunan laporan, pelaksanaan rencana,
program, anggaran dan akuntabilitas kinerja Dinas;

Pelaksanaan administrasi Sub Bagian Keuangan dan Program; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

2.1.4. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan
dokumentasi Dinas;

b penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan
perlengkapan Dinas;

2. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan analisis pendapat umum,
pemberitaan media masa, dan pengelolaan media sosial;

d. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengembangan, peningkatan
kompetensi pegawai;

e. penyiapan bahan koordinasi, mutasi pegawai, analisis jabatan, analisis beban
kerja, analisis kinerja organisasi, administrasi jabatan fungsional, organisasi

dan tata laksana Dinas:



pelaksanaan administrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
Membuat daftar nominatif kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
di lingkungan dinas.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Melaksanakan evaluasi dalam pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang komunikasi dan informatika;

Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang di bidang komunikasi dan informatika;

Menyiapkan bahan koordinasi dan keijasama dengan lembaga dan instansi
lain di bidang Perencanaan dan pelaporan;

Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan
dan pelaporan;

Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya

2.1.6. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas

melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi

publik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

Pengelolaan opini dan aspirasi publik;

Pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
Kabupaten/Kota;

Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi
Publik;

Pelayanan Informasi Publik;

Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi dan penyediaan akses
informasi;

Layanan Kehumasan

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi membawahi 3 Kepala Seksi yaitu :

a.
b.

C.

Seksi Pengelolaan Opini dan Layanan Informasi Publik;
Seksi Media dan Kemitraan Komunikasi Publik; dan

Seksi Kehumasan



(1) Seksi Pengelolaan Opini dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

h)

)
k)

Memonitoring isu publik (media massa dan sosial); Pengumpulan pendapat
umum (survei, jajak pendapat);

Pengolahan aduan masyarakat;

Monitoring dan analisis citra pemda;

Standarisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas Sektoral;
Pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan
pemerintah daerah;

Analisis data informasi komunikasi publik lintas sektoral:

Pengolahan dan Penyediaan informasi untuk mendukung komunikasi
publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah:

Pengklasifikasian dan Inventarisasi Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik untuk Implementasi UU KIP

Layanan Pengaduan Masyarakat

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala- Bidang

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(2) Seksi Media dan Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai tugas :

a.

o
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Perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemda:

Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal:

Pembuatan konten lokal;

Pengelolaan saluran komunikasi milik pemda/media internal;

Diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemda dan Non Pemda:
Pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga
komunikasi publik;

Pengembangan sumber daya komunikasi publik

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Kehumasan mempunyai tugas :

a.
b.
6

d.

Pengelolaan hubungan dengan media (media relations);

Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah:;

Layanan fasilitasi juru bicara pemda;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7. Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas melakukan Koordinasi

kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi serta

melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan analisis data serta melaksanakan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Dalam melaksanakan tugas Bidang Persandian dan Statistik
Menyelenggarakan fungsi :
a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengoperasian pengamanan dan tata
kelola serta pengumpulan dan penyusunan data hasil kegiatan di bidang
persandian dan statistik;

b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan dan penyelenggaraan
persandian di bidang persandian dan statistik;

(o Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;

o Penyusunan dan Pelaporan

Dalam menyelenggarakan kegiatannya Bidang Persandian dan Statistik dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang
Bidang Persandian dan Statistik Membawahi 3 Kepala Seksi yaitu :

a. Seksi Operasional Pengamanan dan Tata Kelola Persandian;
b. Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Persandian:
. Seksi Evaluasi dan Statistik

(1) Seksi Operasional Pengamanan dan Tata Kelola Persandian mempunyai tugas

a. Penyusunan Peraturan teknis pengelolaan komunikasi dan teknis
operasional pengamanan antar perangkat daerah di lingkungan
Kabupaten

b.  Penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras serta
sumber daya manusia persandian dalam rangka opersional komunikasi
sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten:

c. Pengelolaan, pengembangan dan pengadaan komunikasi sandi dan jaring
komunikasi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten:

d. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemeliharaan serta
pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras dan jaring komunikasi
sandi;

e. Peyiapan rencana kebutuhan antar pengelola dan pengguna serta
perancangan pola hubungan komunikasi dan pengamanan terhadap
kegiatan/aset/fasilitas/instaliasi penting melalui kontra pengindraan dan
pengamanan persandian dalam informasi elektronik:

8 Pengelolaan security operation center (SOC) dalam pengamanan dan
pemeliharaan data atau sistem jika teijadi gangguan operasional
persandian dan keamanan komunikasi dan informasi

g Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang

(2) Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Persandian mempunyai tugas :
a. Penyusunan Peraturan_ teknis pengawasan terhadap pengelolaan



)

h.

informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
Penyusunan peraturan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan
operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di
lingkungan Kabupaten;

Penyusunan peraturan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan
operasional pengamanan komunikasi sandi

Penyiapan instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan
informasi berklasifikasi dan sumber daya;

Penyiapan instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan operasional
pengelolaan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah di lingkungan
Kabupaten;

Pelaksanaan program pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan
informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian
diseluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
Pelaksanaan program pengawasan terhadap pelaksanaan operasional
pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah
di lingkungan Kabupaten; dan

Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.

Seksi Evaluasi dan Statistik mempuyai tugas :

a.

Melakukan Penyusunan dan pengumpulan data hasil program/ kegiatan
dihidang komunikasi dan informatika;

Melalukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya
tentang data program;

melaksanakan penyusunan statistik hasil pelaksanaan program dan
kegiatan;

Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala
Bidang.

Dalam melaksanakan tugas masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala

Seksi.

2.1.8. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan dan

mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

menyelenggarakan fungsi:

a.

Layanan Infrastruktur dasar Data Center Disester Recovery Center dan TIK

Pemerintah

Layanan akses Internet dan Intranet

Layanan manajemen Data Informasi e-Govemment



d.

Integrasi layanan pablik dan Kepemerintahan
Layanan keamanan informasi e-Govemment

Layanan sistem komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten

(1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi membawahi 3 seksi yaitu :

a.
b.

C.

Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
Seksi Pengelolaan Data Integrasi sistem Informasi: dan
Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

Pasal 12

(1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas :

(2)

a.

Layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan
Disaster Recovery Center(DRC);

Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-
Govemment;

Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan
Teknologi fnformatik;

Govemment Cloud Computing;

Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan non pemerintahan
Layanan filtering Jaringan Intra pemerintahan

Penetapan alokasi Internet Protokol dsn Numbering di lingkup
Pemkab/Kota;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi
Informasi dan komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Data Integrasi sistem Informasi mempunyei tugas :

a.
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Penetapan standart format data dan informasi, walidata dan kebijakan;

. Layanan recovery data dan informasi:
. Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;

. Layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalampemanfaatan

Sistem Informasi Pemerintahan dan sistem informasi Publik:
Layanan interoperabilitas;

Layanan Interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan

. Layanan Pusat Application Program Interface (API) daerah
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi

Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi mempunyai tugas :

a.
b.

C.

Penetapan standart format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
Layanan penanganan insiden keamanan informasi

Layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan
informasi



d. Layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah

e. Pelaksanaan audit TIK .

f. Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif

g. Layanan penyediaan prasarana dan sarana telekomunikasi pemerintah
(seperti: telepon, ip-phone, email, video-conferens dll)

h. Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh
aparatur pemerintahan

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi

Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.9. Bidang Layanan e-Government
Bidang Layanan e government mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan Aplikasi, pengembangan ekosistem e_government dan tata kelola
e_government serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Dalam melaksanakan tugas Bidang Layanan €_government
menyelenggarakan fungsi :
a. Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan
Suplemen yang terintegrasi:
b. Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City;
c. Layanan Nama Domain dan Sub Domain bagi lembaga pelayanan publik
dan kegiatan;
d. Penyelenggaraan Government Chif information Oficer (GDIC) Pemerintah
e. Pengembangan Suber Daya TIK pemerintah Prvinsi dan masyarakat.
Dalam menyelenggarakan kegiatannya Bidang Layanan e_government dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang.
Bidang Layanan e_government membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
a. Seksi Pengembangan Aplikasi;
b. Seksi Pengembangan Ekosistem Egovemment: dan
c. Seksi Tata Kelola e_government.

(1) Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas :

a. Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang
terintegrasi;

b. Layanan pemeliharaan Aplikasi kepemerintahan dan publik;

c. Menyiapkan bahan koordinasi dan keijasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang penyiaran dan kemitraan media:

d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penyiaran
dan kemitraan media;

e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan



€_government sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengembangan Ekosistem e_government mempunyai tugas :

a. Layanan pengembangan Business Process Re-enginee pelayanan di

lingkungan pemerintahan dan non pemerintahan (stakeholder smarcity);

poo o
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Layanan Sistem Informasi Smartcity;

Layanan interaktif Pemerintah dan masyarakat:

Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian smartcity;

Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan

kegiatan Kabupaten;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan

€_government sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Tata Kelola e_goverment mempunyai tugas :

a.
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Layanan Infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK
Pemerintah Kabupaten

Layanan Keamanan Informasi eGovemment:

Layanan Sistem Komunikasi intra pemerintah Kabupaten ;

Layanan manajemen data dan informasi e- Govemment:

Layanan akses Internet dan intranet;

Layanan Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan
Suplemen yang terintegrasi;

Integrasi layanan publik dan kepemerintahan;

. Penyelenggaraan ekosistem TIK Smartcity;

Peneyelenggaraan Govemment Chief Information Officer (GCIO)
Pemerintah Kabupaten;
Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat;
Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi bidang TIK;
Layanan Peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi
e_government dan smartcity;
Promosi pemenfaatan layanan smartcity;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan

€_government sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah pegawai dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Minahasa sampai dengan tahun 2018 berjumlah 13 orang dengan perincian 17 (tujuh

belas) orang tenaga organik PNS dan 5 orang tenaga kontrak, 1 orang tenaga sopir

dan 1 orang waker. Dari jumlah tersebut 1 orang berpendidikan pascasarjana (S2),

10 orang berpendidikan Sarjana (S1), 1 (sebelas) orang berpendidikan
SLTA/sederajat.



Komposisi tenaga aparatur sipil negara sebagaimana tersebut di atas, diharapkan
menjadi salah satu modal dasar bagi Dinas Kominfo untuk memaksimalkan
pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya dengan baik.

Keadaan pegawai lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Minahasa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1
Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Minahasa berdasarkan Kepangkatan

No KEPANGKATAN JUMLAH
1 Golongan IV.b 1 orang
. Golongan IV.a 2 orang
3 Golongan lil.d 11 orang
4 Golongan lll.c 6 orang
5 Golongan lll.b - orang
6 Tenaga Harian Lepas 25 orang
7 Sopir 1 orang
6 Waker 1 orang
Total 47 orang
Tabel 2.2.2
Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Minahasaberdasarkan Pendidikan
No PENDIDIKAN JUMLAH
1 Pascasarjana 1 orang
L Sarjana 16 orang
3 Diploma - orang
4 SLTA/Sederajat 3 orang
9 SLTP/Sederajat - orang
Total 20 orang




Tabel 2.2.3
Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Minahasaberdasarkan Jabatan/Eselon

No JABATAN JUMLAH
1 Eselon Il.b 1 orang
2 Eselon lll.a 1 orang
3 Eselon lll.b 4 orang
4 Eselon IV.a 14 orang

Total 20 orang

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Adanya dinamika perubahan yang kompleks, waktu yang bergulir demikian
cepat karena lingkungan yang selalu berubah dalam hal ilmu pengetahuan, poiitik,
ekonomi, sosial dan budaya mengharuskan kesiapan setiap lembaga dan aparatur
pemerintah serta masyarakat.

Agar tujuan kebijakan daerah dapat dicapai, diperlukan kemampuan/kapasitas yang
disesuaikan dengan kebutuhan dan  dinamika masyarakat, dimana
kemampuan/kapasitas adalah kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau
sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi dalam pencapaian tujuan secara efektif
dan efisien. Hal ini harus didasari pada suatu tinjauan yang terus-menerus terhadap
kondisi kerangka kerja, dan pada penyesuaian dinamis dari fungsi dan tujuan.
Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk
menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome).

Kondisi yang diharapkan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika harus
memiliki kemampuan/kapasitas dalam melayani tuntutan masyarakat dalam hal
pelayanan publik melalui implementasi telematika sesuai dengan kebutuhan,
dinamika dan kemajuan masyarakat, sehinga tujuan dan sasaran pembangunan
daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat dicapai. Berdasarkan hal
tersebut peluang Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga teknis daerah
dan pengelolaan teknologi informasi untuk menjadi konsultan perencanaan.
Kemampuan/kapasitas tersebut tergantung pada sarana dan prasarana pendukung
lain, antara lain gedung/kantor yang representatif dan peralatan teknologi telematika,
baik yang di gunakan untuk penunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan
penggunaan teknologi informasi seperti jaringan baik LAN (Local Area Network),
WAN (Wide Area Network) dan pemanfaatan intranet dan internet.



Kedepan perlu dilakukan pengembangan secara bertahap dan terencana,
khususnya pengembangan konten Sistem Aplikasi OPD dalam satu Network

Operating Center (NOC) guna peningkatan pelayanan publik. Jaringan ini diharapkan

dapat dimanfaatkan oleh pejabat struktural, fungsional dan staf dalam lingkungan

Pemerintah Kabupaten Minahasadan masyarkat serta kalangan bisnis untuk dapat

mengakses data dan informasi dari pusat data di Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Minahasa melalui media komputer secara intranet maupun internet di

ruangan masing-masing baik untuk mencari informasi maupun menyebarluaskan

informasi yang dimilikinya dan menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan

pokok dalam menunjang tugas aparatur di segala bidang.

Adapun harapan yang diinginkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1.

10.

11.

Menjadikan /ocal government (Pemerintah Kabupaten Minahasa) sebagai
pengelola dan koordinator jaringan telematika dan pusat database daerah
dimana semua lembaga/institusi baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat
interkoneksi dalam satu Network Operating Center (NOC);

Adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang telematika
yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga percepatan
budaya informasi dapat berjalan signifikan;

Peningkatan kualitas SDM dan sosialisasi IT bidang komunikasi dan informatika
dengan target sasaran apartur Pemerintah Kabupaten Minahasa, Swasta dan
Masyarakat serta komunitas IT di Kabupaten Minahasa:

Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana
telematika di wilayah Pemerintan Kabupaten Minahasa sesuai peraturan
perundang-undangan;

Adanya penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi secara
berkesinambungan;

Pengembangan infrastruktur telematika sampai ke tingkat Kelurahan/Desa
sehingga penjaringan data dapat dilakukan secara online dalam waktu relatif
cepat dan efisien;

Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa dalam
rangka meningkatkan potensi daerah;

Adanya pengembangan informasi dan komunikasi melalui kemitraan media
massa,

Pengembangan konten website Pemerintah Kabupaten Minahasa yang meliputi
Sistem Aplikasi OPD baik secara intranet maupun internet;

Pengembangan implementasi e-government dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Minahasa;

Adanya payung hukum sebagai regulasi perencanaan pembangunan dan
pengembangan teknologi informasi.



Kapasitas Lembaga/Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika akan
tercermin dari kualitas keluaran (output) dan hasil (outcome) yaitu record log dari user
dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan sekaligus sebagai
wadah/media interaktif antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka
pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini berfungsi sebagai alat koordinasi
Perencanaan Pengembangan seperti Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA),
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Program
Kegiatan dalam APBD beserta perubahannya.

Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pengembangan yang dihasilkan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa merupakan langkah
strategis yang akan ditempuh, sehingga akan menghasilkan perencanaan yang
dapat mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan
(stakeholder) berdasarkan aspirasi masyarakat yang didukung dengan ketersediaan
data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan, maka perlu disepakati nilai — nilai
keberhasilan, kesepakatan nilai-nilai dan maksud yang ditempuh melalui
pembenaran tanggapan dari setiap PNS yang ada di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Minahasa, berdasarkan kepada hasil tanggapan maka
terdapat beberapa nilai yang periu di patuhi untuk dijalankan, yaitu :

1. Bekerja bersama jauh lebih baik daripada sendiri-sendiri.

2. Berperilaku secara organisasi.

3. Kematangan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan.
4. Saling menghormati serta menghargai sesama.

5. Menjalankan tugas dengan jujur dan tulus.

6. Rasa memiliki.

Mengenali harapan masyarakat.

7
8. Memiliki keyakinan serta memiliki ketahanan dalam menguasai perubahan.
9. Kesediaan untuk selalu memberikan bantuan secara ikhlas.

1

0. Disiplin.



Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Minahasa

Targe
Targe t Target Renstra Perangkat Realisasi Rasio Capaian pada Tal
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Targe | Indika Daerah Tahun ke- CapaianTahun ke- ke-
t
Perangkat Daerah NSPK t IKK tor
Lainn
ya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ] 1 2 3 4
2 3 4 5 6 7 8 10 12 |13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Persentase pengelolaan kegiatan, keuangan,
barang, aset dan kepegwaian yang didukung 100% | 100% | 100% Aowo A%o ‘_%o 4%0 A,wo
administrasi yang baik N ’ > ° i
Tersedianya ATK " i 100 | 100 | 100 | 100 | 100

100% | 100% | 100% % % % % %
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor untuk menunjang pelaksanaan 100% | 100% | 100% Aowo d%o ._owo ._owo Anwo
tugas teknis OPD ° ’ ° ° °
Tersedianya Perangko, Materai Dan Benda Pos i H " 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Lainnya 100% | 100% | 100% o % % o %
Tersedianya Peralatan Kebersihan Dan Bahan o 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Pembersih 100% [100% | 100% | w | % | % | % | %
Tersedianya Bendera o 1001 100 | 100 | 100 | 100

100% | 100% | 100% % % % o% %
Tersedianya Jasa Kantor (Air, Listrik, Surat kabar) o 100 | 100 | 100 | 100 | 100

100% | 100% | 100% % % % % %
Tersedianya Layanan Internet i " 100 | 100 | 100 | 100 | 100

100% | 100% | 100% % o % % %
Tersedianya Jasa Petugas Kebersihan 100 | 100 | 100 | 100 | 100

100% | 100% | 100% % % % % o
Tersedianya Jasa Sopir 100 | 100 | 100 | 100 | 100

100% | 100% | 100% % % % % %




Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran 100% | 100% | 100% 1 oMo 1 owuo 1 %ao 1 aMo 1 .m,o
Tersedianya Cetak dan Penggandaan " " 5 100 | 100 | 100 | 100 | 100
100% | 100% | 100% % o % % o,
Tersedianya Makanan Dan Minuman Rapat " - ” 100 | 100 | 100 | 100 | 100
100% | 100% | 100% o % % % %
Terlaksannanya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% | 100% | 100% 100 | 100 | 100 | 100 | 100
’ ° 1% | % | % | % | %
Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah 4 100 | 100 | 100 | 100 | 100
100% | 100% | 100% % % % o %
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan " & 100 | 100 | 100 | 100 | 100
perundang-undangan 100% | 100% | 100% % % % % %
Persentase ketersediaan prasarana sarana
aparatur sesuai Rencana Kebutuhan Barang Milik | 100% | 100% | 100% )_nm_o ._oMo ._omuo Aawo AOMO
(RKBM)
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Tersedia
(AC, Tabung Pemadam Kebakaran, Gorden, Papan
Nama Kantor, Papan Data/ Informasi, Tangki Air, 100% | 100% | 100% | ‘20 | 100 ol s oy
Simbol-Simbol Kenegaraan, Aksesoris Gedung = ° = ° °
Kantor Lainnya)
. . 100 | 100 | 100 | 100 | 100
0, 0, 0,
Tersedianya kendaraan dinas 100% | 100% | 100% % % % % %
. ; 100 | 100 | 100 | 100 | 100
0 0, 0,
Tersedianya Komputer, Laptop dan Printer 100% | 100% | 100% % % % % %
A 8 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Terlaksananya emeliharaan Peralatan dan Mesin 100% | 100% | 100% % % % % %
. 100 | 100 | 100 | 100 | 100
0, 0, 0,
Tersedianya Mebeleur Kantor 100% | 100% | 100% % % % % %
Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara o & 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Rutin/Berkala 1D | 1908 100% 1 B b e e | e
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara o o o 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Rutin/Berkala 100 (e 10 S L' | s
Jumlah izin kendaraan dinas/operasional 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

%

%

%

%

%




Jumlah Unit Bangunan Yang terehabilitasi 100% | 100% | 100% | 0 | 90 | 120 | 100 | 100
Persentase disiplin aparatur 100% | 100% | 100% 1 am.o 1 %oo 1 .m,o 1 oMo 1 h\uoo
Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan 100% | 100% | 100% Aﬂmvo ,_ﬂm.o ‘__muo ‘_%oo k_ﬂm,o
Tersedianya pakaian lapangan 100% | 100% | 100% ._M\wo ‘_nmvo dnm.o A%oo Aﬂm,o
Tersedianya pakaian olahraga 100% | 100% | 100% | ‘90 | 90 | 100} 100 s
Tersedianya pakaian batik 100% | 100% | 100% | ‘90 | 99 | 100 | 100 | 100
Tersedianya Mesin Absensi 100% | 100% | 100% | ‘90 | 90 | 120 | 100 | 100
Mmo_a_._mmwﬂﬁomqﬂoo __”_om_.n_muww _\mmﬂﬂcmxﬁww_z:a tanda lulus 100% | 100% | 100% 1 M\W.o 1 ,m,o 1 %oo 1 om,o 1 %@o
WMMWWMMMMM r_ﬁ%ﬁmmwmmw_ﬁcm%wﬁn%mw_mwm: 100% | 100% | 100% | 00 | 99 | 100 | 100 | 100
i rma
u%xﬂumﬂ%mmm%%m M_Wm_ﬁu telah mengikuti bimbingan 100% | 100% | 100% 1 ,muo Aowo Aowoo 1 owgo 1 owo
e g i
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja. 100% | 100% | 100% ._oMo ‘_%oo ,_nm.o Anm,e A%oo
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran. 100% | 100% | 100% ‘_oﬁ\”o dﬁm.o A_m.o ‘_oMo d%oo
mwﬁwuz_mw_moqmz Akuntantabilitas Kinerja Instansi 100% | 100% | 100% 1 ,,Mo 1 qmvo Aowoo 1 m,o 1 %%
%ﬂﬂm.mh:ﬂﬂhw__ﬁwa Perencanaan Perangkat Daerah 100% | 100% | 100% 1 owoo 1 nmvo 1 %oo 1 m,o 1 %oo
Jumlah dokumen Rencana Strategis OPD 100% | 100% | 100% | "0 | 0 | 100 | 190 | 109
Jumlah Dokumen Rencana Kerja OPD 100% | 100% | 100% 100 1 100 | 100 | 100 | 100

%

%

%

%

%




100 | 100 | 100 | 100 | 100
0, 0, 0,

Jumlah Dokumen RKA/DPA OPD 100% | 100% | 100% % % % % %
Jumlah Standar Operasional Kegiatan (SOP) yang 5 & 5 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ittt 100% | 100% | 100% % % % % %
ErssniaesayananE-SovemmentRemerinia 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Jumlah Sosialisasi E-Government 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Jumlah Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Jumlah sosialisasi pemanfaatan sertifikat elektronik 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Jumlah Banwith Internet 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Laciatel Lol e L 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Mmm_ﬂ”mwnﬂmmém sarana dan prasarana penunjang command 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Terselenggaranya Layanan aduan masyarakat 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
tersedianya alat studio dan komunikasi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
jumlah pengadaan dan pengembangan aplikasi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tersedianya Jaringan Intra Pemerintah Daerah 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ﬁﬂ_,%ﬂwwx_ﬁwﬁﬂ__u_w%muwacmam: Sl permRAnstann 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Terselenggaranya Layanan panggilan darurat 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Jumiah pengkajian dan penelitian bidangkomunikasi | 4009, | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
S emalerijgaranve bayckans datpensiiter dang 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tersedianya Dokumen petunjuk teknis dan Standarisasi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

TIK




Jumlah sdm bidang komunikasi dan informasi yang

i s 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
omiah aparat yang mengikuti Bimiek Teknologi Informasi | 1500, | 10095 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
WMHMMWMMMMMMMH_HE informasi pembangunan dan | 600 | 1009, | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
wwuw”mﬂﬂ:ﬁ %o%_wm_,_wwwhﬂo%mm_ yang bersifat 100% | 100% | 100% |100% | 100% | 100% | 100% | 100%
= ynuAIINTGRN bk nRiogan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Keikutsertaan dalam pameran di daerah maupun nasional | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nﬂwu.ﬂmhnhg_:nxmsﬁ penyelenggaraan kegiatan | 400 | 4009, | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Jumlah Kegiatan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Jumlah Kegiatan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ﬂmwmnamo meningkatnya kualitas data statistik 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
jumlah dokumen data dan statistik daerah 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
jumiah dokumen 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Prosentase kualitas SDM persandian 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
jumiah sandiman terlatih 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
jumlah perangkat kemanana informasi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Terpeliharanya perangkat kemanana informasi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%




Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Minahasa

T : S Rata-rata
o Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Burtasligar
1 2 3 4 5 1 2 3 ) 5 1 2 3 4 5 Anggaran | Reali
) (2) 3) (4) (%) (6) (7 (8) (9 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1t




2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Komunikasi dan
Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tupoksinya merupakan
lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program
pengembangan bidang telematika di daerah, agar Dinas Komunikasi dan Informatika
dapat menjalankan topuksinya, maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang
merupakan Kekuatan, Ancaman, Peluang dan Kelemahan, baik faktor-faktor
pendukung internal kantor maupun faktor eksternal.
Faktor internal dan eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Internal, terdiri dari :
a. Kekuatan

1) Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa di bidang Komunikasi dan
Informasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 04 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati
Kabupaten Minahasa Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa.

2) Sebagai lembaga teknis daerah yang melakukan koordinasi pembangunan di
bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat
bertindak sebagai pemberi pertimbangan teknis bagi OPD serta sebagai
konsultan perencana pengembangan sistim informasi, pada saat ini Dinas
Komunikasi dan Informatika sedang mengembangkan Integerasi Jaringan
semua OPD yang didukung dengan implementasi teknologi informasi dan
komunikasi berupa jaringan komputer dan Internet/intranet beserta aplikasi-
aplikasi yang tergabung dalam sistem informasi e-government dan manajemen
(SIM) OPD secara online melalui website dengan alamat www.minahasa.go.id.
Pengembangan lainnya yang telah dilakukan adalah telah tersedianya alamat
subdomain masing-masing OPD dalam portal/situs Pemerintah Kabupaten
Minahasa serta peningkatan fasilitas publik dengan penyediaan area hotspot
di sejumiah titik lokasi untuk koneksi internet bagi masyarakat.

3) Tersedianya Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik, yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten
Minahasa seperti: Aplikasi Web Mail, e-Absensi, e-report, e-Office, namaxxx
Pengaduan (SMS Center, aplikasi android, aplikasi web based), LPSE, SIPKD,
namaxxx Pegawai (SIMPEG), e-planning (SIPPD) , SiRUP, namaxxx Perda
(SIMPERDA) yang terintegrasi dengan JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional), e-musrenbang, e-proposal, e-budgeting serta
aplikasi konektor dengan Simda Keuangan, Simda Pendapatan dan Simda Gaji,
aplikasi monitoring KasDa Online, aplikasi bottom-up namaxxx dari kelurahan
berisi nama profil kelurahan.



4)

5)

6)

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

2)

2)

Tersedianya Road Map pengembangan pelaksanaan e-Government yang
tertuang dalam Rencana induk Teknologi informasi dan Komunikasi (RITIK)
Kabupaten Minahasa.

Ketersediaan dana belanja tidak lansung dan dana lainnya untuk membiayai
kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tupoksinya.

Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam menunjang perencanaan dan
pengembangan bidang telematika.

Kelemahan.

Masih kurang dipahaminya tupoksi oleh sebagian staf mengingat organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika baru dibentuk.

Belum terbentuknya kelompok jabatan fungsional di Bidang Penelitian dan
Pengembangan yang sangat dibutuhkan.

Belum Optimainya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga
implementasi e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data
yang cepat, tepat dan akurat.

Belum tersedianya gedung dan perlengkapan kantor yang memadai.

Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki.

Kurangnya pendidikan dan pelatihan di bidang komunikasi dan informatika
terhadap aparatur pemerintah.

Belum tersedianya SDM di bidang pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Faktor Eksternal, adalah;
Peluang

Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan peran yang lebih besar kepada
daerah untuk mengurus urusan rumah tangga.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan
menyusunan dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD serta
SKPD diwajibkan menyusun Renstra dan Renja SKPD.

Tantangan

Banyaknya peraturan baru berkaitan dengan proses dan produk perencanaan
dan penganggaran daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika masih belum sepenuhnya mampu
menciptakan koordinasi dan keterpaduan pengembangan bidang telematika
yang harmonis di semua komponen yang ada.



3) Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan
yang telah dilakukan dan beranggapan bahwa perencanaan pengembangan
yang telah disusun belum matang.



BAB Il

PERMASALAHN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki
era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan
keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan
pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah
untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah
satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui website.

Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan e-
Government sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun
2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional e-Government.

Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis
elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan
efisien yang meliputi:

e Pengolahan Data
e Pengelolaan Informasi
e Sistem Manajemen
e Proses Kerja.
Menyimak dari apa yang telah diuraikan sebelumnya maka dapatlah di

identifikasikan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Kantor
Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

1. Terbatasnya tenaga teknis dan terampil utamanya dalam penguasaan teknologi
infromasi dan komunikasi.

2. Keterbatasan dana/anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

3. Sarana dan prasarana yang masih terbatas dan belum memadai, utamanya
sarana atau infrastruktur pendukung komunikasi dan informatika.

4. Masih banyak wilayah di Kabupaten Minahasa yang tidak terjangkau oleh

sebaran informasi atau Blank Spot.

5. Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap manfaat dan
pentingya informasi dalam kehidupan.



Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1) ) 3) (4)

1. | Indeks Reformasi Birokrasi yang 1.Sisten 1. Kualitas dokumen
masih rendah akuntabilitias kinerja | perencaan daerah

instansi pemerintah dan perangkat
yang masih rendah daerah yang masih
rendah

2. Indokator Kinerja
belum
menggambarkan
indicator kinerja yang
baik dan memiliki
hirarki sesuai dengan
jabatannya

3. Hasil evaluasi
sakip belum
diimplementasikan
dengan baik dalam
rangka memperbaiki
pengelolaan
perangkat daerah
Integrtitas pelayanan | 1.Belum

public masih rendan | terbangunnya zona
dan berpotensi wilayah bebas
menciptakan KKN korupsi dan wilayah
birokrasi bersih
melayani

2 Belum
diterapkannya
metodologi
pencegahan korupsi
secara optimal sesuai
peraturan perundang-
undangan yang
berlaku

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

Dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasayang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang pada
intinya menginginkan perwujudan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten
Minahasayang lebih sejahtera pada akhir periode RPJMD, yang dapat dicapai
melalui pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional. Pelaksanaan
pemerintahan yang bersih dan profesional dilakukan dengan penataan dan
perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan sumber
daya manusia aparatur dengan memberikan pelatihan dan pendidikan, peningkatan
sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas aparatur maupun
yang dapat menunjang aktifitas masyarakat serta pemberdayaan masyarakat ikut
berpartisipasi dalam proses pembangunan demi Terwujudnya Minahasa Maju Dalam
Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil, Dan Sejahtera.

Hasil dari pengidentifikasian terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika
tentang hal-hal yang dapat menjadi penghambat dan pendorong pada pelaksanaan



pelayanan yang akan dilakukannya dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang akan digunakan sebagai input
bagi perumusan strategis pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika. Oleh karena
itu isu-isu yang akan dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan
pelayanan, akan tetapi juga berdasarkan pada kebutuhan dalam pengelolaan faktor-
faktor penghambat tersebut sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam
pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tersebut sebagaimana
yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi
Dan

Program Bupati Dan Wakil Bupati

VIS | Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil, Dan Sejahtera
|
PERMASALAHA FAKTOR
NO MIS| & PROGRAM N PELAYANAN | PENGHAMBA | PENDORON
SKPD T G
Memantapkan
Manajemen .
Birok ralsi Yang Komitmen yang
: ; tinggi
Profesional Masih kurangnya Keterbatasan A :
MISI 5 Melalui Tata sarana dan prasarana dana dan SDM da;:&lm:[ler::ah
Kelola pendukung pada bagi peningkatan Minahaspa Ot
1 Pemerintahan penerapan e- pelayanan il liosr
Yang Baik Government yang kepemerintahan J
: : : Pemerintahan
Pengembanga berbasis elektronik yang berbasis yang
PROGRA - el bersih dan
M ... akuntabel
implementasi
e-Government
Mewujudkan Wilayah .
Pembangunan Kabupaten ﬁ:‘:ﬁﬁ.{f:‘ag
Berwawasan Minahasa yang KAMolT éeluruh
Lingkungan ; terdiri dari P!
Yang Masih kurangnya dataran tinggi wilayah
Berkelanjutan | Sarana dan prasarana (daerah Kabupaten
pendukung bagi pegunungan) Minahasasudah
pelaksanaan it berada dalam
penyebaran jaringan dilaian rendak kondisi baik
Pembangunan komunikasi dan s Rl e serta akses
Infrastruktur informasi it Y internet yang
Lainnya e s menjangkau
masyarakat akan seluruh wilayah
pentingnya
informasi
Mewujudkan —
Masyarakat einginan yang
Sejahtera, Masih kurangnya Tz;bat:f:g 9 tinggi
Berkualitas, sarana dan prasarana 99 dari Pemerintah
Berahlak Mulia : untuk
: v TIK yang bisa Kabupaten
Beretika melalui ’ pengembangan .
Pendidikan Yang dimanfaatkan oleh dan pemeliharaan Minahasa untuk
Unggul masyarakat infrastruktur TIK mewujudkan
Smart City Minahasa
Service




3.3.

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Salah satu hal yang menjadi rujukan dalam penentuan isu—isu strategis adalah

kajian terhadap Rencana Strategis Kementerian Dan Rencana Strategis SKPD

Propinsi. Dalam hal ini adalah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun telaahan

terhadap Renstra

Kementerian Komunikasi

dan

Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi utara

dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa dan Faktor
Penghambat Serta Pendorong Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

informatika yang professional
dan memilki integritas moral

yang tinggi.

dalam hal komunikasi dan
informasi sebagai akibat dari
masih kurangnya SDM
komunikasi dan informatika
yang terdapat di
Pemerintahan.

Dinas Komunikasi dan
Informatik,

baik berupa sarana
dan prasarana
maupun SDM.

- SASARAN JANGKA PERMASALAHAN PELAYANAN FAKTOR
MENENGAH RENSTRA K/L s PENGHAMBAT PENDORONG

1. Meratanya Pembangunan Belum meratanya penyediaan Minimnya Anggaran Keinginan
Sarana Dan Prasarana Pos, Sarana dan Prasarana dan keterbatasan Pemerintah
Komunikasi Dan Informatika Pendukung Bidang Komunikasi | dana bagi Kab. Minahasa

" . nformatika P i nin ran j n
o Seluruh Indonesla. il i e il imiosoniaill Flersies.
Kab. Minahasa Komunikasi dan
informatika.

2; Terselenggaranya Layanan Pos, - Belum adanya SOP
Komunikasi Dan Belum terlaksananya Mengenai Keinginan
Informatika yang efektif dan pelayanan publik utamanya pelaksanaan Layanan | Pemerintah
efisien. dalam hal komunikasi dan komunikasi dan KoiE Mlnaha_sa

informasi sebagai akibat dari | . . untuk mewujudkan
masih kurangnya SDM Stommetiaryng tata kelola
komunikasi dan informatika berlaku secara pemerintahan yang
yang terdapat di menyeluruh. bersih dan terpercaya
Pemerintahan. - Masih minimnya

peralatan pendukung

pada bidang

komunikasi dan

informatika.

3. Tersedia Dan Tersebarnya Penyebaran informasi - Masih kurang - Pemerintah
Informasi yang faktual dan terhadap masyarakat di tersosialisasikannya Kab. Minahasa
berimbang ke seluruh Kab. Minahasa media online sebagai Terus
pelosok dan lapisan masih terbatas hanya lewat salah satu mengembangkan
masyarakat Indonesia dalam media Surat kabar, Televisi, sumber/media berita website pemeritah
kerangka NKRI. dan radio sehingga belum yang mudah

menyentuh secara dijangkau/diakses.
menyeluruh terhadap seluruh
lapisan masyarakat.

4, Terselenggaranya Lembaga pengelola - Masih banyaknya - Keinginan
pengelolaan sumberdaya Komunikasi dan informatika keterbatasan pada Pemerintah
komunikasi dan informatika secara resmi baru berdiri Dinas Komunikasi dan | Kab.Minahasa

; i - untuk mewujudkan
yang optimal. seca-:ra terplsa'h o Inf_ormatlka, Minahasa Smart City
sehingga masih terjadi baik berupa sarana
pembenahan. dan prasarana
maupun SDM.

5. Terselenggaranya layanan Belum terlaksananya - Masih banyaknya - Keinginan

pos, Komunikasi dan pelayanan publik utamanya keterbatasan pada Pemerintah

Kab. Minahasa
untuk mewujudkan
Minahasa Smart City




Tersedianya standar alat dan
standar mutu layanan serta
mekanisme pengawasan yang
akuntabel pada layanan pos,
komunikasi dan informatika.

Belum terlaksananya
pengawasan pada layanan
komunikasi dan informatika
sebagai akibat dari belum
adanya juklak dan juknis
pengawasan dan keterbatasan
sarana serta personil.

- Masih banyaknya
keterbatasan pada
Dinas Komunikasi dan
Informatika,

baik berupa sarana
dan prasarana
maupun SDM.

- Keinginan
Pemerintah
Kab. Minahasa
untuk mewujudkan
Minahasa Smart City

Tersedianya layanan konten
informasi yang edukatif,
mencerahkan dan
memberdayakan masyarakat.

Sumber informasi yang
bersifat edukatif masih
terbatas sehingga menyulitkan
untuk melakukan updating
konten yang terbarukan setiap
harinya.

- Masih rendahnya
koordinasi terhadap
beberapa lembaga
non pemerintah
sebagai salah satu
sumber informasi.

- Tersedianya sms
centre sebagai salah
satu sumber
masukan informasi
yang bersifat
pengaduan/kritikan
kepada pemerintah
Kabupaten Minahasa.

Terlaksananya
pemberdayaan masyarakat
untuk memanfaatkan konten
informasi edukatif,
mencerahkan dan
memberdayakan masyarakat.

Masih kurangnya pemahaman
masyarakat mengenai
pemanfaatan konten
informasi yang bersifat
edukatif.

- Kurangnya
pelaksanaan
sosialisasi tentang
pemanfaatan media
online sebagai salah
satu bentuk
penggalian informasi
yang dapat
dimanfaatkan oleh
masyarakat,
pemanfaatannya
masih sebatas
sebagai sarana
hiburan.

- Keinginan
Pemerintah
Kab. Minahasa
untuk mewujudkan
Minahasa Smart City

Tercapainya peran aktif
masyarakat dan lembaga
komunikasi dalam
penyediaan, penyebaran, dan
pemanfaatan informasi
edukatif , mencerahkan dan
memberdayakan masyarakat.

Masih kurangnya lembaga
atau kelompok masyarakat
pada bidang komunikasi dan
informasi yang terbentuk.

- Belum terbentuknya
kelompok informasi
masyarakat.

- Undang — undang
nomor 14 tahun
2008 tentang
keterbukaan
informasi publik.

10.

Terwujudnya masyarakat
informasi yang kritis,
produktif, beradab, berdaya
saing dan cinta tanah air.

Masih kurangnya lembaga
atau kelompok masyarakat
pada bidang komunikasi dan
informasi yang terbentuk.

- Belum terbentuknya
kelompok informasi
masyarakat.

- Undang —undang
nomor 14 tahun
2008 tentang
keterbukaan
informasi publik.

11

Mendorong tumbuhnya iklim
penelitian dan
pengembangan di bidang
komunikasi dan informatika.

Masih kurangnya
Pengembangan pada bidang
komunikasi dan informasi
yang merupakan hasil dari
suatu penelitian.

- Belum tersedianya
lembaga penelitian
pada bidang
pengembangan
komunikasi dan
informasi di

Kab. Minahasa.




12.

Mendorong penciptaan
sumberdaya manusia unggul
di bidang komunikasi dan
informatika.

Masih kurangnya sumberdaya
manusia pada bidang
komunikasi dan informasi
terutama pada pemerintahan
Kab. Minahasa .

- Belum adanya
pendidikan khusus
(Diklat) mengenai
pengembangan SDM
Komunikasi dan
informasi yang
dilaksanakan oleh
Pemerintah

Kab. Minahasa .

13.

Mendorong berkembangnya
industri komunikasi dan
informatika yang berdaya
saing tinggi dan ramah
lingkungan.

Masih kurangnya minat
investor untuk menanamkan
investasinya pada bidang
komunikasi dan informasi

di Kab. Minahasa

- Belum adanya data
tentang potensi
pengembangan
Komunikasi dan
informasi menjadi
suatu industry yang
menguntungkan di
Kabupaten Maros,
demikian pula halnya
dengan sarana dan
fasilitas yang masih
minim.

14,

Mengembangkan sistem
komunikasi dan informatika
yang mendorong tumbuh dan
kembangnya kreatifitas dan
inovasi berdasarkan kearifan
lokal.

Masih rendahnya kreatifitas
dan inovasi pengembangan

komunikasi dan informatika
yang berbasis kearifan lokal.

- Terbatasnya SDM
Komunikasi dan
informasi yang unggul
disertai dengan
keterbatasan
pengembangan SDM
komunikasi dan
informasi.




Tabel 3.3.2

Permasalahan Pelayanan Kominfo Kabupaten MinahasaDan Faktor Penghambat
Serta Pendorong Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD
Propinsi Sulawesi Utara

SASARAN IANGIA PERMASALAHAN PELAYANAN FAKTOR
NO. MENENGAH RENSTRA
SKPD PENGHAMBAT PENDORONG
SKPD PROPINSI
1 Tersedianya layanan Belum tersedianya layanan Sistem informasi yang
informasi dan komunikasi informasi dan komunikasi ada masih dalam tahap Keinginan
yang mampu menunjang secara lengkap pengembangan Pemeri_ntah
; : Kab. Minahasa
Sulawesi Utara sebagai urituk mewnjudkan
simpul komunikasi dan Minahasa Smart
informasi luar jawa City
2 Meningkatnya sarana dan Sarana dan prasarana - Kondisi Dinas - Keinginan
prasarana transportasi, komunikasi dan informasi Komunikasi dan Pemerintah
komunikasi dan informatika belum memadai Informatika sebagai Kab. Minahasa
di Provinsi Sulawesi Utara SKPD yang baru dibentuk | untuk mewujudkan
Minahasa Smart
City
3 | Meningkatnya aksesibilitas Belum maksimalnya - Belum meratanya - Akan dibentuk
masyarakat akan layanan aksesibilitas masyarakat pemahaman masyarakat rencana induk
transportasi, komunikasi terhadap layanan tentang pemanfaatan pengembangan
dan informasi trasnportasi, komunikasi dan layanan dan teknologi komunikasi dan
informasi informasi dan informasi
komunikasi Kab. Minahasa
4 | Terwujudnya Belum terselenggaranya Belum tersedianya Akan dibentuk
penyelenggaraan system komunikasi dan sistem informasi dalam rencana induk
telematika yang efisien, informasi yang mampu pengembangan dunia pengembangan
mampu mendorong mendorong produktivitas dan | usaha, promosi, dan komunikasi dan
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi investasi Informasi
pertumbuhan ekonomi Kab. Minahasa
Sulawesi Utara dengan
tetap memperhatikan
kemanfaatan aspek social
dan komersil
5 | Terciptanya sistem Belum maksimalnya sistem - Masih rendahnya kinerja |- Keinginan
kelembagaan dan kelembagaan dan aparatur dalam Pemerintah

ketatalaksanaan
pemerintahan yang bersih,
efektif, efisien, transparan,
professional, dan akuntabel

ketatalaksanaan
pemerintahan yang bersih,
efektif, efisien, transparan,
professional, dan akuntabel

mewujudkan good
governance

Kab. Minahasa
untuk mewujudkan
good governance




3.4.

Telaahan RTRW dan KLHS

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau
aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama

lindung atau budidaya. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis dilakukan untuk mencapai tujuan pengidentifikasian

terhadap implikasi rencana struktur ruang dan pola ruang terhadap kebutuhan
pelayanan SKPD yang diindikasikan dengan pengembangan pelayanan SKPD,
perkiraan kebutuhan pelayanan SKPD, Dan Prioritas wilayah pelayanan SKPD
dalam lima tahun mendatang sehingga SKPD dapat menyusun rancangan Program
beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Tabel 3.4.1

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa
Berdasarkan Struktur Ruang

RENCANA
STRUKTUR
RUANG

NO

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN
RUANG PADA PERIODE
PERENCANAAN BERKENAN

PENGARUH RENCANA
STRUKTUR RUANG TERHADAP
KEBUTUHAN PELAYANAN DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

ARAHAN LOKASI
PELAYANAN DINAS
KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

Pusat Kegiatan
1. Nasional (PKN)

Pengembangan Dan Peningkatan
Fungsi Pusat Kegiatan Nasional,

sebagai:
- Pusat Pemerintahan Kota Dan
Kecamatan.

- Pusat Perdagangan Dan Jasa.
- Pusat Pelayanan Pendidikan Tinggi.

- Pusat Pelayanan Olah Raga.

- Pusat Pelayanan Kesehatan.

- Pusat Kegiatan Industri Manufaktur.
- Pusat Kegiatan Industri Perikanan.

- Pusat Kegiatan Pertahanan Dan
Keamanan Negara.

- Pusat Kegiatan Pariwisata.

- Pusat Kegiatan Pertanian.

- Keterbatasan Anggaran
- Keterbatasan Sarana Dan
Prasarana

Pendukung.

- Keterbatasan SDM Terampil
bidang

komunikasi dan Informasi.

- Keterbatasan Personil
Administrasi dan

Lapangan.
- Keterbatasan Sarana Mobilitas
Pendukung.

Seluruh Lokasi
Pengembangan

PKN

Pusat Pelayanan
2. | Kawasan

Pengembangan Dan Peningkatan
Fungsi Pusat Kegiatan Pelayanan

Kawasan:
- Pusat Pemerintahan Kecamatan.

- Pusat Perdagangan Dan Jasa
- Pusat Pelayanan Olah Raga.

- Pusat Pelayanan Kesehatan.

- Pusat Kegiatan Industri.

- Pusat Kegiatan Pertahanan Dan
Keamanan.

- Pusat Kegiatan Pariwisata.

= Pusat Kegiatan Pertanian.

- Keterbatasan Anggaran

- Keterbatasan Sarana Dan
Prasarana

Pendukung.

- Keterbatasan SDM Terampil
bidang

komunikasi dan Informasi.

- Keterbatasan Personil
Administrasi dan

Lapangan.

L Keterbatasan Sarana Mobilitas
Pendukung.

Seluruh Lokasi

Pengembangan PPK




Pengembangan Dan Peningkatan - Keterbatasan Anggaran Seluruh Lokasi
3 Fungsi Sistem Jaringan
Sistem Jaringan | Telekomunikasi, Yang Meliputi: - Keterbatasan Sarana Dan Pengembangan
Telekomunikasi Prasarana
- Sistem Jaringan Telekomunikasi
Terrestrial. Pendukung. Jaringan
- Sistem Jaringan Telekomunikasi - Keterbatasan SDM Terampil
Satelit. bidang Telekomunikasi
komunikasi dan Informasi.
- Keterbatasan Personil
|Administrasi dan
Lapangan.
Keterbatasan Sarana Mobilitas
Pendukung.
Tabel 3.4.3
Telaahan RTRW Kabupaten Minahasa terhadap Tupoksi
Dinas Komunikasi dan Informatika
RENCANA TATA
RUANG WILAYAH FAKTOR
TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN PELAYANAN
TUGAS POKOK DAN
No‘ FUNGSI DINAS -
KOMUNIKASI DAN PENGHAMBAT PENDORONG
INFORMATIKA
1. | Sistem Jaringan - Kesenjangan Digital di tengah Pembangunan Sarana Dan | Tingkat Kepercayaan dari
Telekomunikasi masyarakat, yaitu kesenjangan Prasarana Sistem para pemangku kebijakan
antara masyarakat yang dapat Informasi Dan Komunikasi | terhadap eksistensi dari
mengakses dunia digital/teknologi Yang Belum Optimal, hal Dinas Komunikasi dan
informasi dengan masyarakat yang | ini dipengaruhi oleh Informatika sebagai
terbatas aksesnya atau tidak Persentase upaya penyelenggara urusan
memilki akses sama sekali. peningkatan sarana dan Komunikasi dan Informasi
- Keberadaan Infrastruktur Jaringan prasarana teknologi Di Wilayah Kab. Minahasa
akses Informasi yang masih informasi dan komunikasi
terbatas pada jaringan antar SKPD serta persentase tingkat - Peraturan Perundang—
dan Kecamatan yang kepedulian dan melek Undangan Bidang
mengindikasikan lemahnya layanan | terhadap perkembangan Komunikasi Dan Informasi
fasilitas layanan informasi kepada teknologi informasi dan Yang mendukung
seluruh lapisan masyarakat. komunikasi atas sumber Pengelolaan Teknologi
daya manusianya. Komunikasi dan Informasi.




3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena
atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki
dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan Daerah sehingga perlu
diatasi secara bertahap.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan-permasalahan dan telaahan yang
telah dilakukan meliputi :

- Gambaran pelayanan

- Sasaran Dan Kebijakan RPJMD periode 2018-2023
- Sasaran Jangka Menengah Kementerian/Lembaga.
- Sasaran Jangka Menengah SKPD Provinsi.

- Implikasi RTRW Kabupaten Minahasa.

- Implikasi KLHS Kabupaten Minahasa.

Maka isu strategis yang dapat disimpulkan pada Dinas Komunikasi dan

Informatika, adalah sebagai berikut:

1 Mewujudkan Minahasa Smart City

Kabupaten Minahasa diharapkan untuk kedepannya memilki manfaat dari
keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dirasakan oleh seluruh
masyarakat Kabupaten Minahasa dalam bentuk peningkatan pelayanan publik yang
berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Z Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik.

Mengimplementasikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih
transparan dan dapat diakses serta diikuti oleh lebih banyak lagi peserta pengadaan
sehingga dapat menimbulkan persaingan yang sehat dan lebih transparan.

3. Pembangunan Kabupaten Minahasa Yang Berbasis Data.

Pembangunan daerah Kabupaten Minahasa yang di mulai dari proses perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan harusiah di dasarkan atau dilandasi
kepada Data dan informasi yang akurat dan terbarukan guna memberikan dukungan
kepada Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan
sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik
melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data
dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi.

4. Pelaksanaan dan Penerapan kaidah-kaidah e-Government.

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan
dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Minahasa. Hal tersebut dapatiah terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan
menggunakan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi masing-masing urusan,



yang semula hanya dilaksanakan secara manual sehingga membutuhkan tenaga,
waktu dan biaya yang besar pula dan hal ini tentunya jauh dari apa yang diinginkan
oleh pelaksanaan E-Gov. yaitu salah satunya azas efisiensi dan efektifitas
pengelolaan pemerintahan.

5. Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat.

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin
maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan
transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada
semakin kritis dan beraninya masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan
pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan
situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

6. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Teknologi Komunikasi dan
Informasi Berbasis Kearifan Lokal.

Perkembangan teknologi pada bidang komunikasi dan informasi yang
semakin berkembang dengan pesat dan cepat peril di respon dan dilakukan
antisipasi terhadap dampak yang akan timbul baik itu dampak positif maupun negatif.
Hal ini dapat terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Minahasa bersikap responsive
dan antisipatif melalui pelaksanaan dan pengembangan program-program dan

kegiatan-kegiatan yang bersifat pemanfaatan terhadap kebijakan-kebijakan atau
kearifan lokal yang masih ada dan bertahan di tengah masyarakat saat ini.



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika
4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan mengenai hal-hal yang akan
dilakukan untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi serta sebagai jawaban
terhadap isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah yang
sedang dan akan dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Minahasa berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten
MinahasaTahun 2018-2023 yang sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika adalah:

Meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung
peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah Target atau hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang
diimplementasikan kedalam suatu bentuk program/kegiatan. Adapun sasaran yang
ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa dari setiap
tujuan yang telah disebutkan di atas berdasarkan RPJMD Kabupaten
MinahasaTahun 2018-2023 adalah Meningkatkan Keterbukaan informasi public.



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 4.1

Indikator Kinerja Target
Tujuan Sasaran Kode Program/ Kegiatan uan, Sasaran,
. o ww%ﬁsa. Kegiatan 2019 2020 2021 2022 2023
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN
16 INFORMATIKA 95% 372555000 96% 562,56 97% 620 98% 680 98% 730
24515900 27 27 27 27
TRUCASM PENUNJANG | gopuasan Stakeholder
xx | 1 PEMERINTAHAN Testadag Paleynain
DAERAH Penunjang Urusan
KABUPATEN/KOTA PRsIRR Baaren
Peiica Persentase Dokumen 1625000 2 2 3 3
el
Pt v t Perencanaan
Peningkatan at Penganggaran dan
XX 1 2 Evaluasi
Birokrasi Kinerja Perangkat Evaluasi Kinerja
Meningkatkan yang bersih, Daerah Perangkat Daerah yang
Tata Kelola akuntabel ditetapkan
Pemerintahan Rann”ur Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 1650000 2 2 2 2
yang baik dan uﬂ“nu XX 1] 201 Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat
bersih Pelayanan Daerah Daerah
Publik yang ) 2668500 3 3 4 4
Prima Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-
%X 1| 2.01 Penyusunan Dokumen SKPD dan Laporan Hasil
' RKA Koordinasi Penyusunan
SKPD Dokumen RKA-SKPD
1200000 1.2 2 2 2
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan MM”&N&E» RKA-SKPD
XX 1] 2,01 Penyusunan Dokumen i . :
Laporan Hasil Koordinasi
Perubahan RKA-SKFD Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
13200000 13 13 13 13
Jumlah Dokumen DPA-
XX 11 201 Koordinasi dan SKPD dan Laporan Hasil
’ Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD
9600000 120 120 120 120
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD
XX 1] 201 Penyusunan Perubahan dan
i DPA Laporan Hasil Koordinasi
SKPD Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD




) 24000000 24 24 24 24
Jumlah Laporan Capaian
S——— Kinerja dan Ikhtisar
st Realisasi Kinerja SKPD
enyusunan Laporan ;
y dan Laporan Hasil
201 G | Clpadan Koordinasi Penyusunan
Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian Kinerja
Realisasi Kinerja SKPD dan Tkhtisar Pealisesi
Kinerja SKPD
: 33600000 33 33 33 33
Evaluasi Kinerja &_\._S_m.: Laporan Evaluasi
2,01 7 Perangkat Daerah Kinerja Perangkat
Daerah
100800000 2 252 252
Persentase Pelaksanaan o G
2 Administrasi Keuangan | Administrasi
Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan
yang ditetapkan dan
didistribusikan
13905600 13 13 13 13
Penyediaan Gaji dan dupiin Cirmng yeng
2,02 1 Tumiangan ASN Menerima Gaji dan
Jang Tunjangan ASN
Jumlah Laporan 13640000 20 20 20 25
Koordinasi dan Mosmbmmb Akhir Tahun
DE || & B TR lene dan Laporan Hasil
Akhir .H.mM.Mﬂ: SKPD Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Jumlah Laporan 33700000 50 55 60 65
Koordinas i s
Penyusunan Laporan SKPD dan Lepotan
e T | Seuangen Koordinasi Penyusunan
Bulanan/ Triwulanan/ yu
Semesteran SKPD Laporan Reviatigan
Bulanan/Triwulanan/Se
mesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan Jumiah Dolumen 98450000 150 175 195 225
P ; Pelaporan dan Analisis
2,02 8 | dan Analisis Prognosis Pr is Realisasi
Realisasi Anggaran CETLORS heasan)
Anggaran
Adminintras st o 3 m m :
i %Mﬂ“ﬂi—hﬂ Pesanghar layanan adminitrasi
kepegawaian
Pengadaan Pakaian Dinas | Jumlah Paket Pakaian
2,05 2 | beserta Atribut Dinas beserta Atribut 50% 142000000 55% 673.34 65% 440 70% 485 80% 500
Kelengkapannya Kelengkapan
Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan
2,05 9 | Pegawai Berdasarkan Fungsi 40 40 40 40
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Orang yang
Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan 1 Unit 2 unit 2 unit
2,05 | 11 | Implementasi Peraturan Teknis (roda 4) 300 (roda 2) 70 (roda 2) 70

Perundang-Undangan

Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan




komp
i Persentase Layanan o
2,1 R“Manrwn _w_n“-n-”_.auﬂ Umum Kantor yang a Hﬁo 82000000 100 100 120 140
terfasilitasi uu 2
printe
r
Penyediaan Komponen m_uﬂnnw_.mw:ammrnﬁ KA ponet
2,06 1 Hﬂ..»mem.._mm_ Listrik/Penerangan 10 10 10 10
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
; Jumlah Paket Peralatan
206 | 2| po¥ MMHL._ _unmwﬁw” dan | 4an Perlengkapen 40 80 100 100
pan Kantor yang Disediakan
. Jumlah Paket Peralatan
2,06 | 3 mmﬁmm_ﬂn mﬂ&mﬁb Rumah Tangga yang 10000000 30 30 30 30
angg Disediakan
1 unit 2 unit
" Jumlah Paket Bahan 1 unit 2 unit 2 unit roda roda
2,06 | 4 Wnﬁwﬂmmﬂwﬂwﬁ, Logistik Kantor yang Mﬂn“ 50000000 (roda 50 (roda 50 empat, 2 60 empat, 65
Bt Disediakan cu empat) empat) unit roda 2 4 unit
roda 2
Jumlah Paket Baran g
Penyediaan Barang Oﬂ 1 %M 8 1 unit 2 unit 2 unit roda roda
2,06 5 | Cetakan dan Penggandaan (roda 2 (roda 7 empat, 2 8 empat, 11
Penggandaan yang Disediakan empat) empat) unit roda 2 4 unit
roda 2
Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
2,06 6 | Bacaan dan Peraturan 20 30 35 40
Perundanzindansas Perundang-Undangan
& g yang Disediakan
Py .| S o
2,06 9 | Koordinasi dan Knordinasl dag 80% 29000000 80% 111 85% 111 90% 111 95% 111
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
Jumlah Dokumen
Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan Dukungan Pelaksanaan 2 21 21
2,06 | 11 Berbasis Elektronik pada Sistem Pemerintahan aeai 16 e 16 21 pasang 16 i 16
pa Berbasis Elektronik pada pasang Fasahd pasang
SKPD
SKPD
Pengadaan Barang Milik Persentase Pemenuhan
2.1 Daerah Penunjang Kebutuhan Barang Milik 46 e 46 35 46 3 46 i
2 Urusan Pemerintah Daerah Perangkat (pasang) (pasang) (pasang) (pasang)
Daerah Daerah
Jumlah Unit Kendaraan
Pengadaan Kendaraan v 29
2,07 | 1 | Perorangan Dinas atau M%MHMMM%MMM atau (pasa 14500000 . m“w: _ 35 ( NMM: ; 35 ( mMM: , 35 ﬁ m“mm_., ) 35
Kendaraan Dinas Jabatan ng) pasang Rashne PRSANG! pasang

Jabatan yang Disediakan




Jumlah Unit Kendaraan

Pengadaan Kendaraan : ; 29
; s Dinas Operasional atau 46 46 46 46
2,07 2 WMMMM Mmﬂu_,mmpo:mu atau Lapangan yang ﬂﬂmwm 14500000 (pasang) 23 (pasang) 23 (pasang) 23 fpasang) 23
Disediakan &
Jumlah Paket Mebel yang ; : 2 '
2,07 5 | Pengadaan Mebel Disedial 1 (unit) 2 1 (unit) 2 1 (unit) 2 1 (unit) 2
Jumlah Unit Peralatan
2,07 | & | PenesdamnPeralatandan | o) yegin tainnynysng | 42% 0 52% 77 61% 100 61% 100 61% 100
Mesin Lainnya T
Disediakan
Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Prasarana Gedung 1 2 2
e | Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan orang w* orang 80 A 0mng % orang By
Lainnya Lainnya yang Disediakan
Jumlah Unit Sarana dan
Wummmmmﬂﬂw”%nww%%m:ﬂw Prasarana Pendukung 2 2 2
2,07 | 11 Gedung Kantor atau 20 20 2 orang 20 20
Gedung Kantor atau . orang orang orang
B nan Lainnya Bangunan Lainnya yang
g Disediakan
Penyediaan Jasa Persentase Tingkat
2,1 Penunjang Urusan Operasional - 0 100% 15 100% 16 100% 16 100% 17
Pemerintahan Daerah Perkantoran %
. Jumlah Laporan 5 5 5 5
2,08 1 ”ﬁnnuaa_mmu Jasa Surat Penyediaan Jasa Surat
enyurat
Menyurat
i Jumlah Laporan 3 3 3 3
Seny an_.w.mb.gmmm Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber oo
2,08 2 Dave Al Komunikasi,
%M Listrik Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
V4 8 8 9
Penyediaan Jasa uz% Laporag
Peralatan dan Penyediaan Jasa
2,08 3 Perlengkapan Peralatan dan
Kaniop P Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Laporan
i Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 4
2,08 4 Pelayanan 0 4 Dok 15 4 Dok 16 4 Dok 16 4 Dok 17
Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor yang Dok
Disediakan
Pemeliharaan Barang Presentase 4 4 4 4
21 Milik Daerah Penunjang Pemeliharaan Barang
: Urusan Pemerintahan MIlik Daerah yang
Daerah dikelola dengan baik
4 4 4 4
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
209 1 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas

Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Jabatan yang Dipelihara
dan
dibayarkan Pajaknya




; Jumlah Peralatan dan 4 4 4 5
XX 2,00 | 6 me:mﬁ”mﬂ__ Fesalaien Mesin Lainnya yang
n ahoya Dipelihara
3 4 4 4
Pemeliharaan,/Rehabilitasi %@mmﬂﬂ&mﬂﬂﬂ
XX 2,09 9 | Gedung Kantor dan yang 8u ¥
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi | Prasarana Gedung
Sarana dan Prasarana Kantor 2.343.340.30
XX 2,09 | 10 Gedung Kantor atan atau Bangunan Lainnya 30% 2 60% 3.880 70% 5.030 80% 5.230 90% 5.830
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Sarana dan
Sarana dan Prasarana Prasarana Pendukung 1
XX 2,09 | 11 | Pendukung Gedung Gedung Kantor atau kegia 40.000.000 40 40 40 40
Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya yang tan
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
1
kegia 40.000.000 40 40 40 40
tan
PROGRAM INFORMASI | Persentase layanan 12 12
16 DAN KOMUNIKASI publik yang &1 bula | 120.000.000 600 1.200 1.800 2.400
PUBLIK selenggarakan secara % bulan
online dan terintegrasi
dan Komunikas, pablik | Presentase Pengelolaan | 12 12
16 2 Informasi dan bula 470.400.000 690 690 690 690
Pemerintah Daerah Komunikasi Publik bulan
Kabupaten/Kota n
Perumusan Kebijakan uuhﬁwum_wwﬂwm“wmﬂﬂmmmz 1 1
16 2,01 | 01 | Teknis Bidang Informasi | PETWmUS y .| pake | 980.524.280 1.000 1.000 500 300
dan Komunikasi Publik Teknis Bidang Informasi paket
dan Komunikasi Publik t
- . Jumlah Dokumen Hasil 1 1
16 g { g | BEEes Tk clnldan Monitoring Opini dan kegia | 360.000.000 | kegiata 360 360 360 360
e Aspirasi Publik tan i
o . Jumlah Dokumen Hasil
Wmﬂﬂwmmuﬂmﬁoﬂwﬂmﬂ den Monitoring Informasi dan 1 1
16 2,01 | 03 P aa Penetapan Agenda pake | 79.516.022 100 150 150 150
Prioritas Komunikasi L i paket
Pemerintah Daerah Frioritas Kbounikast t
Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Konten dan 5
16 2,01 | 04 | Perencanaan Media pengelolaan Kenten dan | oo | 252.900.000 250 500 500 500
Komunikasi Publik creacanam \ecia si
Komunikasi Publik as
1 500 700 800 1.000
. Jumlah Dokumen Hasil kegiata
16 2,01 | o5 | Pengelolaan Media Pelaksanaan Pengelolaan i

Komunikasi Publik

Media Komunikasi Publik




: Jumlah Dokumen Hasil 1 1 50 50 50
16 2,01 | og | Felayanan Informasi Pelayanan Informasi paket paket
Publik 4
Publik
Jumlah Lay 1 300 1 300 1 300 1 300
16 2,01 | 07 | Layanan Hubungan Media Hubungan Eﬁnﬁn% kegiata kegiata kegiatan kegiata
n n n
Kemitraan Dengan Jumlah Dokumen 1 2 1 1 1
16 2,01 | 08 Pemangku Kepentingan Kemitraan dengan Dok 67900000 Dok 120 Dok 20 Dok 20 Dok 20
Pemangku Kepentingan
1 67900000 2 dok 100
. ks Jumlah Dokumen Hasil dok
16 2,01 | 09 Mﬁ“ﬂ.ﬁBaa Ko & Pelaksanaan Manajemen
Komunikasi Krisis
1dok 20 1 dok 20 1 dok 20 1 dok 20
Penguatan Kapasitas Jumlah Sumber Daya
16 2,01 | 10 | Sumber Daya Komunikasi | Komunikasi Publik yang
Publik Meningkat Kapasitasnya
Jumlah Dokumen Hasil
Penguatan Tata Kelola 2 2 2 2
16 2,01 | 11 Penguatan Tata Kelola Komisl inforns di 0 . 20 orang 20 orang 20 orang 20
Komisi Informasi di Daerah
Daerah
Jumlah Dokumen 2 20 2 20 2 Orang 20 2 20
Penyelenggaraan Kemitraan nnnmm.w Orang Orang Orang
Hubungan Masyarakat. Masyarakat, Media dan
16 2,01 | 12 h Y ' Komunitas dalam
Mh%% _Mab&ﬁ.mmb Komunitas Mendiseminasikan
Informasi Program atau
Kebijakan
Penyediaan /Pengadaan Jumlah Sarana dan a1 1 50 50 50
Sarana dan Prasarana Prasarana Pendukung paket paket
16 201 | 13 Pendukung Informasi dan | Informasi dan
g Komunikasi Publik Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Pemerintah
Kabupaten /Kota Daerah Kabupaten /Kot
1 300 1 300 1 300 1 300
kegiata kegiata kegiatan kegiata
n n n
Presentase Pelaksanaan
16 PRORAE M E-Government cH_. 67900000 | 2 120 o 20 L 20 o 20
Pemerintah Daerah 9 v 9 - a
Pengelolaan Nama 1 67900000 2 dok 100
Domain yang Telah Prbses Pengelol dok
Ditataphun Nama Domain dan Sub
16 2 Oleh Pemerintah Pusat Do di e
dan Sub Domain i | Domaln yang d ingkuy
Lingkup Pemerintah pe
Daerah Kabupaten/Kota
1 dok 20 1 dok 20 1 dok 20 1 dok 20
Pendaftaran Nama %MH%MMHM#E%
16 2,01 1 | Domain Pemerintah Peineititah

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota




Penatalaksanaan dan
Pengawasan Nama

Jumlah Dokumen
Penatalaksanaan dan

Domain Pengawasan Nama 2 2 2 2
16 3| 2,01 dan Sub Domain dalam Domain dan Sub Domain 0 20 20 20 20
Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan orang orang orang orarg
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Sistem Jumlah Sistem Jaringan 2 20 2 20 2 Orang 20 2 20
16 3| 201 Jaringan Intra Intra Pemerintah Orang Orang Orang
Pemerintah Daerah Daerah
o ¥ 1 50 50 50
Fokgeldinnm, v Presentase Pengelolaan paket paket
government Di Lingkup
16 3 2 e goverment
Femmoruatol Pemerintah Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil 1 300 1 300 1 300 1 300
Penatalaksanaan dan Penatalaksanaan dan kegiata kegiata kegiatan kegiata
Pengawasan e-government | Pengawasan E- n n n
16 3] 2,02 dalam Penyelenggaraan Government dalam
Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
. — Jumlah Dokumen Hasil
Sinkronisasi Pengelolaan ; i
Rencana Induk dan Sinkronisasi Pengelolaan 1 2 1 1 1
16 31202 ; Rencana Induk dan 67900000 120 20 20 20
Anggaran Pemerintahan . Dok Dok Dok Dok Dok
Berbasis Elektronik Anggaran Pemerintahan
Berbasis Elektronik
1 67900000 2 dok 100
Jumlah Pusat Data dok
16 3| 2.02 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
i Pemerintahan Daerah yang
Dikelola
P T S 1 dok 20 1 dok 20 1 dok 20 1 dok 20
g um! okumen Has
seny n_ﬂsmmmammb Sl Penyelenggaraan Sistem
16 3| 2,02 Komunikasi Intra it
Pemerintah Daerah Ron.:.:_.: asi Intra
Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil
Sinkronisasi Sistem Koordinasi dan 2 2 2 2
7 & R
16 | 1 2,02 Keamanan Sinkronisasi Sistem 0 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20
Informasi Keamanan Informasi
Jumiah Perangkat 2 20 2 20 2 Orang 20 2 20
um ran;
Koordinasi dan Daerah yang Menerapkan Grang Crang O
16 3| 2.02 Sinkronisasi Data dan Koordinasi dan
: Informasi Sinkronisasi Data dan
Elektronik Informasi
Elektronik
e — Ty
16 | 3202 it e O Pemerintahan
Berbasis Elektronik yang

Elektronik

Dikembangkan




1 1 50 50 50
Jumlah Layanan Publik paket paket
Penyelenggaran Sistem yang Terhubung dengan
16 2,02 8 | Penghubung Layanan Sistem Penghubung
Pemerintah Layanan Pemerintah
Daerah
1 300 1 300 1 300 1 300
Jumlah Dokumen i ; 3 3
Pengembangan dan Program Inovasi yang kegiata kegiata kegiatan kegiata
16 202 | o | Pengelolaan Ekosistem Diimplementasikan n n n
i Kabupaten/Kota Cerdas Sesuai dengan
dan Kota Cerdas Masterplan
Smart City
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Pengembangan dan Pengembangan
Pengelolaan Sumber Daya
A ; dan Pengelolaan Sumber 1 2z ) 1 1
16 2,02 | 10 | Teknologi Informasi dan Daya Teknologi K 67900000 120 20 K 20 20
Komunikasi Pemerintah Y p a Do Dok Dok Do Dok
Daerah Fmou.:ww_ dan i
Komunikasi Pemerintah
Daerah
R 1 67900000 2 dok 100
'umlah Dokumen
vnmmn_o_m.mu @%3353 Pengelolaan Government dok
16 2,02 | 11 | Chief Information Officer Chief
(G Information Officer (GCIO)
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Dokumen 1 dok 20 1 dok 20 1 dok 20 1 dok 20
16 202 | 12 Pelaporan Meonitoring, Evaluasi dan
g Pengembangan Ekosistem | Pelaporan
SPBE Penyelenggaraan SPBE
o : 20 : 20 K 20 = 20
orang orang orang orang
20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
PROGRAM
PENYELENGGARAAN T e,
20 penyelenggaraan
ol statistik sektoral
SEKTORAL
Penyelenggaraan Presentase
20 2 Statistik Sektoral di Penyelenggaraan
Lingkup Statistik Sektoral yang
Daerah Kabupaten/Kota memadai
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan
Sinkronisasi Sinkronisasi
20 2,01 1 Pengumpulan, Pengumpulan, . 60 60 60 60
Pengolahan, Analisis dan Pengolahan, Analisis dan
diseminasi Data Statistik Diseminasi Data Statistik
Sektoral Sektoral
Peningkatan Kapasitas Jumlah SDM yang
SDM Pemda dalam Meningkat Kapasitasnya 2 2 5 2
20 2,01 2 | Peningkatan Mutu dalam Peningkatan Mutu kegiata 40 kegiata 40 agiean 40 kegiata 40

Statistik Daerah yang
Terintegrasi

Statistik Daerah yang
Terintegrasi

n

n

n




Jumlah Metadata

1

1

1

1

Membangun Metadata ] - i
20 2,01 Sisistik solicaa Statistik Sektoral yang kegiata 20 kegiata 20 keglatan 20 kegiata 20
Dihimpun n n n
Jumlah Perangkat
20 201 Peningkatan Kapasitas Daerah yang Mendapat
! Kelembagaan Statistik Pelatihan Statistik
Sektoral Sektoral dari BPS
20 201 Pengembangan Jumlah Infrastruktur
g Infrastruktur Statistik
Penyelenggaraan Otorisasi s
20 2,01 Statistik Sektoral di e e
Daerah yang impun
21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Tingkat keamanan
21 PERSANDIAN info, itk
UNTUK PENGAMANAN et
INFORMASI
Penyelenggaraan
Persandian Untuk Persentase Pengelolaan 1 1 1
21 2 Pengamanan Keamanan Informasi
Informasi Pemerintah Pemerintah Daerah dokum dokum 1 dokum
Daerah Kabupaten/Kota | yang memadai en 10 en 10 dokumen 10 en 10
Jumlah Kebijakan Tata
Penetapan Kebijakan Tata | Kelola Keamanan
Kelola Keamanan Informasi dan Jaring
21 2,01 Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi 1 1 1
Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dokum dokum 1 dokum
Kabupaten /Kota Ditetapkan en 5 en 5 dokumen 5 en 5
Pelaksanaan Analisis Jumlah Laporan Analisis
Kebutuhan dan Kebutuhan dan
Pengelolaan Pengelolaan Sumber
21 2,01 Sumber Daya Keamanan Www”nﬂhﬂgmb 205 105 25 105
Informasi Pemerintah y
Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Dacrah
Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan
mn_memb.m@b Nmmﬁmhmb Pelaksanaan Keamanan
Informasi Pemerintahan Informasi Pemerintahan 1 1 1
21 2,01 Daerah Kabupaten/Kota 25 25 1orang 25 25
Berbasis Elektronik dan | Lacrah Kabupaten/Kota orang orang orang
; Berbasis Elektronik dan
Non Elektronik .
Non Elektronik
Penyediaan Layanan Jumlah Perangkat
Keamanan Informasi Daerah yang Telah
21 2,01 Pemerintah Daerah Menggunakan Layanan 1 paket 100
Kabupaten/Kota Keamanan Informasi
Penetapan Pola
Hubungan Komunikasi 1 1
21 2 Sandi Persentase Hubungan kegiata 80 kegiata 80 80
Antar Perangkat Daerah Komunikasi Sandi n n

Kabupaten/Kota

Perangkat Daerah




\e]

21

2| 2,02

1

Operasionalisasi Jaring
Komunikasi Sandi
Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota

Jumlah Perangkat
Daerah yang Terhubung
dalam Jaring Komunikasi
Sandi

10

10

10




5.1.

Strategi dan

mendukung pelaksanaan

BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan

kebijakan Dinas

tujuan dan sasaran,

Komunikasi dan

diperlukan

Informatika dalam

langkah- langkah

strategi dan kebijakan SKPD, adapun staregi dan kebijakan SKPD yaitu;

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi

: Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil, Dan Sejahtera

Misi

Pemerintahan Yang Baik

: Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas | Peningkatan Mewujudkan Pelayanan
birokrasi dan tata Akuntabilitas komunikasi publik | jaringan dan
kelola pemerintahan Kinerja dan yang efektif, peningkatan
yang baik dalam Kepuasan integratif dan penggunaan
mendukung Stakeholder partisipatif teknologi
peningkatan daya terhadap pelayanan informasi di
saing dan kinerja perangkat daerah area public
pembangunan di menuju Minahasa
berbagai bidang Smart City
Meningkatkan Meningkatnya
Keterbukaan informasi | pemanfaatan
publik teknologi

informatika e-
goverment layanan
pubiik

Meningkatnya
penyebarluasan
informasi publik
berkualitas

Meningkatnya
kualitas
pengumpulan
pengelolaan dan
analisis data
statistik

Meningkatnya
pengelolaan
persandian daerah




BAB Vi
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap
tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam
beberapa program dan kegiatan beserta kebutuhan pendanaan secara indikatif dan
bertahap selama lima tahun.

Program adalah bentuk dari suatu instrumen kebijakan yang berisi beberapa
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten
Minahasa 2018-2023. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu
program yang berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang
selanjutnya mempunyai konstribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.
Setiap Program memiliki kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2018-2023
yang merupakan tindakan nyata yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya
yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan semaksimal mungkin.

Indikator kinerja secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat
menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan
suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan
pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil
maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan
Tugas pokok dan Fungsi akan melaksankan sesuai dengan program dan kegiatan yang
telah disusun dan direncanakan dalam Renstra. Adapun Program dan kegiatan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa tersaji dalam tabel 5.1. di bawah ini



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten MinahasaTahun
2018-2023 memuat beberapa misi yang akan dilaksanakan selama iima tahun
mendatang yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kab. Minahasa. Hal ini mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu:

Misi 5 . Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPIMD

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program | Kondisi Kinerja Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(outcome) dan Kegiatan (output) Awal RPJMD
Capaian Juta Rp. Capaian Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp. Target Juta Rp.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Persentase pengelolaan kegiatan,
keuangan, barang, aset dan
kepegwaian yang didukung
administrasi yang baik 90% 95% 372555000 96% 1899,2 97% 1580 98% 1719 98% 1685 98%
Tersedianya ATK 24515900 27 27 27 27
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 1625000 2 2 3 3
bangunan kantor untuk menunjang pelaksanaan
tugas teknis OPD
Tersedianya Perangko, Materai Dan Benda Pos 1650000 2 2 2 2
Lainnya
Tersedianya Peralatan Kebersihan Dan Bahan 2668500 3 3 4 4
Pembersih
Tersedianya Bendera 1200000 1,2 2 2 2
Tersedianya Jasa Kantor (Air, Listrik, Surat kabar) 13200000 13 13 13 13
Tersedianya Layanan Internet 9600000 120 120 120 120
Tersedianya Jasa Petugas Kebersihan 24000000 24 24 24 24
Tersedianya Jasa Sopir 33600000 33 33 33 33
Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran 100800000 252 252 252 252
Tersedianya Cetak dan Penggandaan 13905600 13 13 13 13




Tersedianya Makanan Dan Minuman Rapat 13640000 20 20 20 25

Terlaksannanya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33700000 50 55 60 65
Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah 98450000 150 175 195 225
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 5 5 5 5

perundang-undangan

Persentase ketersediaan prasarana
sarana aparatur sesuai Rencana
Kebutuhan Barang Milik (RKBM) 40% 50% 142000000 55% 592 65% 417 70% 473 80% 436 80%

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Tersedia 40 40 40 40

(AC, Tabung Pemadam Kebakaran, Gorden, Papan
Nama Kantor, Papan Data/ Informasi, Tangki Air,
Simbaol-Simbol Kenegaraan, Aksesoris Gedung
Kantor Lainnya)

1 Unit (roda 4) 300 | 2 unit (roda 70 2 unit 70
Tersedianya kendaraan dinas 2) {roda 2)
5 komputer, 82000000 100 100 120 140
Tersedianya Komputer, Laptop dan Printer 1 Japtop, 2
printer
10 10 10
Terlaksananya emeliharaan Peralatan dan Mesin w0
40 80 100 100
Tersedianya Mebeleur Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara 10000000 30 30 30 30
Rutin/Berkala
1 unit (roda 50000000 1 unit (roda 50 | 2 unit(roda 50 2 unit 60 2 unit roda 65
, 4
._w:_._.“__m\_._wxm““.,«__mqmm: Dinas Operasional Terpelihara empat) empst) wmpat) m%ﬂmﬂ. 2 :ﬂﬂ_u_.wwm 2
Utin/Backaia unit roda
2
1 unit (roda 2 | 2unit(roda 7 2 unit 8 2 unit roda 11
empat) empat) roda empat, 4
Jumlah izin kendaraan dinas/operasional empat, 2 unit roda 2
unit roda
2
20 30 35 40
Jumlah Unit Bangunan Yang terehabilitasi
Persentase disiplin aparatur
80% 80% 29000000 80% 111 85% 111 90% 111 95% 111 100%
21 pasang 21 pasang 21 pasang 21 pasang

Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan 16 16 16 16




Tersedianya pakaian lapangan

46 (pasang}

35

46 (pasang)

35

46
(pasang)

35

46 (pasang)

35

Tersedianya pakaian olahraga

29 (pasang)

14500000

46 (pasang)

35

46 (pasang)

35

46
(pasang)

35

46 (pasang)

a5

Tersedianya pakaian batik

29 (pasang)

14500000

46 (pasang)

23

46 (pasang)

23

46
(pasang)

23

46 (pasang)

23

Tersedianya Mesin Absensi

1 (unit)

1 (unit)

1 (unit}

1 (unit)

Persentase pejabat yang memiliki tanda
lulus diklat penjenjangan struktural

25%

42%

52%

77

61%

100

61%

100

61%

100

90%

Jumlah Sumber Daya Aparatur Komunikasi Dan
Informasi yang Mendapatkan Pendidikan dan
Pelatihan Formal

1orang

57

2 orang

80

2 orang

80

2 orang

80

Jumlah pegawai yang telah mengikuti bimbingan
teknis terkait tupoksi

2 orang

20

2 orang

20

2 orang

20

2 orang

20

Persentase laporan capaian kinerja dan
keuangan yang tersedia tepat waktu

100%

100%

100%

15

100%

16

100%

16

100%

17

100%

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja.

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran.

Jumlah Laporan Akuntantabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah Yang Ditetapkan

2 Dok

4 Dok

4 Dok

4 Dok

16

4 Dok

16

4 Dok

17

4 Dok

Jumlah dokumen Rencana Strategis OPD

Jumlah Dokumen Rencana Kerja OPD

Jumlah Dokumen RKA/DPA OPD

Jumlah Standar Operasional Kegiatan (SOP) yang
dibuat

Presentase Layanan E- Government
Pemerintah Daerah

20%

30%

2.343.340.302

60%

70%

5.030

80%

5.230

90%

5.830

100%

Jumlah Sosialisasi E-Government

1 kegiatan

40.000.000

40

40

40

40

Jumlah Sosialisasi Kelompok Informasi
Masyarakat

1 kegiatan

40.000.000

40

40

40

40

Jumlah Banwith Internet

12 bulan

120.000.000

12 bulan

600

1.200

1.800

2.400




Tersedianya hononarium tenaga ahli dan

12 bulan 470.400.000 12 bulan 690 690 690 690
operator command center
tersedianya sarana dan prasarana penunjang
ORTHANE men 1 paket 980.524.280 1 paket 1.000 1.000 500 300
Terselenggaranya Layanan aduan masyarakat 1 kegiatan 360.000.000 1 kegiatan 360 360 360 360
tersedianya alat studio dan komunikasi 1 paket 79.516.022 1 paket 100 150 150 150
Jumistx pergadann dan pangembangan 5 aplikasi 252.900.000 250 500 500 500
aplikasi
1 kegiatan 500 700 800 1.000
Tersedianya Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan 1 paket 1 paket 50 50 50
infrastruktur Jaringan
1 kegiatan 300 1 kegiatan 300 1 300 1 kegiatan 300 1 kegiatan
Terselenggaranya Layanan panggilan darurat kegiatan
Jumlah pengkajian dan penelitian 1 2 1 1 1 5
bidangkomunikasi dan informasi Dok A7900990 Dok 120 Dok 2R Dok i Dok - Dok
1 dok 67900000 2 dok 100
Terselenggaranya pengkajian dan penelitian bidang
informasi dan komunikasi
Tersedianya Dokumen petunjuk teknis dan 1 dok 20 1dok 20 1 dok 20 1 dok 20
Standarisasi TIK
Jumlah sdm bidang komunikasi dan 2 2 2 2 10
0 20 20 20 20
informasi yang memiliki kompetensi orang orang orang orang orang
Jumlzah aparat yang mengikuti Bimtek Teknologl 2 Orang 20 2 Orang 20 2 Orang 20 2 Orang 20
Informasi dan Komunikasi
P i
FORMTIAS: EMisslmmys Informes 70% 75% 40000000 80% 670 |  85% 480 | 90% 320 95% 480 95%
pembangunan dan pemerintahan daerah
1 kegiatan 40000000 1 kegiatan 40 | 1kegiatan 40 | 1kegiatan 40 1 kegiatan 40
Terlaksananya sosialisasi informasi yang bersifat
penyuluhan bagi masyarakat
1 kegiatan 40 | 1 kegiatan 40 | 1kegiatan 40 1 kegiatan 40
Jumlah Sosialisasi layanan informasi publik,
hubungan media dan statistik
2 kegiatan 30 | 2kegiatan 30 | 2kegiatan 30 2 kegiatan 30

Keikutsertaan dalam pameran di daerah maupun
nasional




Presentase meningkatnya penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan
60 60 60 60
Jumlah Kegiatan 2
2 kegiatan 40 | 2 kegiatan 40 | kegiatan 40 | 2 kegiatan 40
lumlah Kegiatan 1
1 kegiatan 20 | 1 kegiatan 20 | kegiatan 20 | 1 kegiatan 20
Prosentase meningkatnya kualitas data
statistik daerah 15 15 15 15
Jumlah dokumen data dan statistik daerah 1 1
1 dokumen 10 | dokumen 10 | dokumen 10 | 1dokumen 10
jumlah dokumen 1 1
1 dokumen 5 | dokumen 5 | dokumen 5 | 1dokumen 5
Prosentase kualitas SDM persandian
205 105 25 105
jumlah sandiman terlatih
1 orang 25 | 1oran, 25 | lorang 25 | 1orang 25
jumlah perangkat keamanan informasi
1 paket 100
Jumlah sosialisasi pemanfaatan sertifikat 1 keglatan 80 1 20 80
elektronik kegiatan
. 10 10 10
Terpeliharanya perangkat kemanana
informasi
2,994 3.354 3.756 4.207 4.712
2.994.795.302 7.679 7.790 8.025 8.716




BAB VI
PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tahun 2018-
2023 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Minahasa yang memuat tentang program, kegiatan dan kebijakan serta tujuan
dan sasaran yang akan dicapai selama kurung waktu lima tahun ke depan. Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tahun 2018-
2023 merupakan penjabaran dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika yang disusun atas dasar visi dan misi yang jelas dan tepat
dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Di dalam Renstra ini terdapat program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun ke depan sesuai dengan Visi
dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
MinahasaTahun 2018-2023 yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai dari Tahun 2018 hingga Tahun 2023 sesuai dengan tuntutan dan
kebutuhan pembangunan daerah oleh masyarakat di Kabupaten Minahasa. Renstra
disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari
bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, dimana salah satu hambatan
yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari
cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk itu masukan, saran,
pendapat serta kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan, sebagai bahan
untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) ini pula dapat dijadikan media yang paling efektif
untuk mewujudkan good governance (Pemerintahan yang baik) di era globalisasi.
Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) ini dan
pelaksanaannya menunjukkan komitmen yang kuat bagi seluruh jajaran Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa, dalam rangka mewujudkan
akuntabilitas kinerja kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Tahun 2018-2023 diharapkan menjadi
koridor pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mencapai target sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan. Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Minahasa ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-
tahapan yang telah dirumuskan secara konsisiten dalam rangka mewujudkan good
governance guna menuju “Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat,
Adil, Dan Sejahtera”.
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